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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-1 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 986/MENKES/PER/Xl/1992 
TENTANG 

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN 
RUMAH SAKIT 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang 

Mengingat 

: a. bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan 
kesehatan untuk pelayanan umum, tempat 
berkumpulnya orang sakit maupun orang 
sehat, yang memungkinkan terjadinya pen­
cemaran lingkungan, gangguan kesehatan 
dan atau dapat menjadi tempat penyebab 
penularan penyakit; 

b. bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak 
menguntungkan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka lingkungan maupun 
prasarana Rumah Sakit perlu dipelihara den­
gan baik, sesuai dengan persyaratan 
kesehatan; 

c. bahwa sehubungdll dengan huruf a dan b 
tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; 

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Or­
donantie) 1926 Stbl. Nomor 226, setelah 
dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 
1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahati Lembaran Negara Nomor 3037); 
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Menetapkan 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hid up; 

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3237); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ten­
tang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1992 N om or 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3347); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Nomor 3477); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 
B/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER­
SYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN 
RUMAH SAKIT. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

U-3 

1. Rum ah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang 
menyeleuggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat ber­
f ungsi sebagai tempat pcndidikan tenaga kesehatan dan 
penelitian. 

2. Pcrsyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat 
teknis keschatan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, 
memelihara dan atau mempertinggi derajat keschatau 
masyarakat. 

3. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik mengenai bangunan dan per­
lengkapan yang berguna untuk memelihara kualitas lingkungan 
atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat 
merugikan kesehatan manusia. 

4. Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah segala upaya untuk 
menyehatkan dan memelihara lingkungan rumah sakit dan pen­
garuhnya terhadap manusia. 

5. Pengelola Rumah Sakit adalah Direktur yang sehari-harinya 
memin1pin <lan bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah 
sakit. 

6. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat 
l{fingkat II. 

7. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
Propinsi. 
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8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan 
Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman • 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 
LOKASI, LINGKUNGAN, BANGUNAN, FASILITAS 

SANIITASI DAN JASA PELAYANAN LAINNYA 

Pasal 2 

(1) Lokasi Rumah Sakit harus terletak di daerah yang terhin<lar dari 
pencemaran. 

(2) Penetapan lokasi Rumah Sak.it sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Lingkungan, bangunan dan fasilitas Sanitasi Rumah Sakit harus 
memenuhi persyaratan kesehatan. 

(2) Konstruksi ruangan khusus, ruang operasi, laboratorium, 
sterilisasi, radiologi, kamar mayat dan ruang pendingin harus 
memenuhi persyaratan kesehatan. 

(3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
(2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan 
masukan- masukan dari Direktur Jenderal Pelayanan Mudik. 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan pelayanan makanan minuman untuk pasien 
Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan lainnya di Rumah Sak.it mcliputi kan­
tin, optikal, apotik harus memenuhi persyaratan kesehatan. 
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(3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB Ill 
PENGELOLA DAN TENAGA 

Pasal 5 

(1) Pengelola Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap Penyehatan 
Lingkungan Rumah Sakit. 

(2) Pengelola Rumah Sakit dalam melakukan kegiatan Penyehatan 
Lingkungan Rumah Sakit dapat dibantu oleh seorang atau 
beberapa orang tenaga di bidang kesehatan lingkungan. 

(3) Kualifikasi tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetap­
kan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 6 

(1) Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit meliputi: 
a. penyehatan bangunan dan ruangan, termasuk pencahayaan, 

penghawaan serta kebisingan; 
b. penyehatan makanan dan minuman; 
c. penyehatan air termasuk kualitasnya; 
d. penanganan sampah dan limbah; 
e. penyehatan tempat pencucian umum termasuk tempat pen-

cucian linen; 
f. pengendalian serangga dan tikus; 
g. sterilisasi/ desinf eksi; 
h. perlindungan radiasi; 
1. penyuluhan kesehatan lingkungan. 

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan 
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 



Ill• 

. 

' 

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-6 

BAB IV 
PEMBINAAN DAI~ PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Pembinaan teknis terhadap Pengelola Rumah Sakit di tingkat 
pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayana Medik. 

(2) Pembinaan teknis Penyehatan Lingkungan Rum ah Sakit di tingkat 
Propinsi dilaksanakan oleh Kakanwil. 

Pasal 8 

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 
Rumah Sakit dilakukan oleh Kadinkes. 

BAB V 
SANKS I 

Pasal 9 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan 
(2) oleh Rumah Sakit Swasta dapat dikenakan sanksi administratif 
berupa teguran tertulis dengan pencabutan izin. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan 
(2) oleh Rumah ·Sakit Pemerintah terhadap pengelola dapat 
dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Rumah Sakit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya 
peraturan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun harus sudah menyesuaikan diri dengan peraturan ini. 

11 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

U-7 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 
Pada tanggal 14 Nopember 1992 

MENTERI KESEHATAN RI, 

ttd. 
Dr. ADHYATMA, MPH 



Menimbang 

Mengingat 

MENTE~! l<ESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTER! KESElll\TAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 986/MENKES/PER/XI/1992 

TENTANG 

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INPONESI~, 

a. bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kese­

hatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya 

orahg sakit ~aupun orang sehat, yang memungkinknn 

terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kese­

ha tan dan atau dapat menjadi tempat penyeba.b 
i ~ I 

penularan penyakit; 

b. bahwa untuk menghindari hal-hal yang t;idak 

menguntung~an sebagaimana dimaksud dalam , huruf a, 

maka lingkungan maupun pr~saraha Rumah Sakit perlu 

dipelihara dengap ~aik, sesuai dengan persyarati=tn 

kesehatan; 

e. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut 

dia tas, perlu di tetapltan Pera t'1lran Menter i Kese­

~atan t~ntang Pe~sya F ~~~n ~es~~~t~n ~ingkupgan 
Rumah ~aki ~; 

1 ~ Undang- Undang Ganggua~ (Hinder 1 Ordonantie) 1926 

stbl. Nomor 226, setel,ah dirubah dart ditamb~h 

terakhir dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 

. 
2. Unda~g -Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

' pokok Pemerintahan Di Daerih (Lembaran Negara Tahuh 

197-4 Nomo:r; 39,Tambehari Lembaran Naqara Nomor 3037)1 



Menetapkan 

MENTERI KESEHATAN 
R,EPUQ,LIK IN°DONESIA 

+ 
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3. Undanq-Undan~ NQmor 4 tahun 1982 tentanq Poko~-
1 ' ' 

pQkok Penqelol~an ting~u~gan Hidup; 
.1 I ' 

I ' 

4. Undang-Undanq Nomor 4 Tahun 1984 tentanq Wabah 

Pen~ikit Menula~ (L~mbaran Negara Tahun 1984 Nomor 

20, ~ambahan Lem~aran Negara Nomor 3237); 
I 

s. ·undang-Undang Nomor 23 · Tahun 1992 ten ta ng 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor . 100, 

I ' 

Tamba!i."?!~ 1'.·emba~an Negara Nomot . 3 4 9 5) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Sebagian Uru!3.a .n Pemerintahan Dalam 

Bidarig Keseha~an Kep~da Daerah (Le~baran Neg•ra 

Tahun 1987 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor · 
I 

3347); 
' 

.. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

I . 
Pena~ggulangan Wabah Penyakit Menular (lembaran 

I 
Negara Nomor 3477); 

I ' 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/Menkes/Per/ 

IV/19S8 tentang Rumah Sakit; 

M E M U T U S ~ A N : 

PERATURAN MENTER! KESEH~TAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PERSYARATAN KESEHATAN LINGRUNGAN RUM.AH SAKIT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM . 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud denqan : 

1. Rumah sakit adalah sarana upaya kes,hat'n yang 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta 

dapat berfung~i sebagaf tempat pendidikan tenaqa 

kesehatan dan penelitian. 

2·. Persyaratari kesehatan adalah ketentuan-ketentuan 

yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi 

dalam upaya melindungi, memelihara dan atau 

mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. 

3. Fasilitas sanitasi · adalah sarana f isik mengenai 

bangunan dan perlengkapan yang b~rquna untuk memeli­

hara kualitas lingkungan atau mengendalikan . faktor­

faktor lingkungan yang dapat merugikan· kesehatan 

manusia. 

4. Penyehatan Lingkung a n Rumah Sakit adalah segala 

upaya untuk menyehatkan dan memelihara lingkungan 

rumah sakit . dan pengaruhnya terhadap manusia. 

s. Pengelola Rumah Sakit adalah Direktur yang sehari -. 
harinya memimpin dan bertanggunq jawab atas 

penyelenggaraan rumah sakit . . 

6. Radinkes adalah Repala Dinas ~esehatan 

TingkatI/Tingkat II . 

Daer ah 

1. ~akanwil ad~l~h Repala Kantor Wilayah Departemen 
'' 

Xeseh•~a ~ ~~~r:~~i. 
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8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembe-
. . 

rantasan Penyaki~ Menular dan Penyehatan Lingkµngan 

Pemukiman Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 

LO~ASI, LINGKUNGAN, BANGUNAN, FASILITAS 

SANITASI DAN JASA PELAYANAN LAINNYA 

Pasal 2 

(1) Lokasi Rumah Sakit harus terletak di daerah :yang 

terhindar dari pencemaran. 

( 2) Penetapan lokasi Rumah Saki t sebagaimana dimak.sud 

dala.m aya t ( 1) harus memenuhi ketentuan per a turan 
)! 

perundang-undangan .yanq berlaku. 

Pasal 3 

(l) Lingkungan, bangunan dan tasilitas Sanitasi l\umah 

Sakit · harus memenbhi ~ersyarata~ kes~hatan. 

(2) Kohstru~si ruangan khusus, ruang operas~, laborQ­

torium, stet'ili~asi, rad.iologi, kamar mayat dan 

ruang pendingin harus memen~hi persyaratan kese­

hatan. 

(3} Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksutl dalam 
I . 

ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

dengan memperhatikan masukan-masukan dari Direktur 

Jenderal Pelayanan Medik. 

Pasal 4 / 

;1) Penyelanqqaraan pelay~nan makanan dan minuman untuk 

pasien Rumah sakit harus memenuhi persyaratan kese­
hatan. 
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(2) Penyelenggaraan ~el~yanan lainnya d~ Rumah Sakit 
I 

meliputi kantin, optikal, apo~ik harus memenuhi per-

syaratan kesehatan. 

( 3) Persyara tan keseha tan s .ebagaimana d imaksu!S dalam 

ayat (.1) dan (2) sesuai d~ngan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

Bi\B III 

PENGELOLA DAN TENAGA 

Pasal s , 
(1) Peng~lola Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap 

Peny~hatan Lingkungan Rumah Sakit. 

(2) Pengelola Rumah Sakit dalam melakukan kegiatan 

Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit dapat dibantu oleh 

seor~ng atau beberapa 
I 

' orang tenaga di bidang 

kesehatan lingkungan. 

d) I(ualif ikasi tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 6 

(1) Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit meliputi : 

a. penyeha tan bangunan dan ruangan' termasuk pen-

cahayaan, penghawaan serta kebisingan; 

b. penyehatari makanan . dan minuman; 

c. penyehatan air termasuk kualitasnya; 

d. penangani'ln sampah dan limba.h; 

e. penyebatan tempat pencucian umum termasuk tempat 

pencucian linen; 

f. pengendalian serangga dan tikus; 
q. eter!iieaei/d~sinfeksi1 

h. perlindungan radiasi; 

i. penyuluhan kesehatan lingkungan. 
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(2) Petun1µk t~h~is pelaksanaan kegiatan peny~hatan 

lingk~ngan Ruma~ Sa~~ t sebagaimana dimaksud dalam 

aya t ;< 1) di t~tapkan oleh t>irektur Jendera~. 

BAB IV 

PEMSINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(l) Pembinaan tehnis terhadap Pengelola Rumah Sakit 

ditingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jender~l 

~elayanan Medik. 

(2) Pembinaan tehnis Penyehatan· ...,ingkungan Rumah Saki t . 
I 
~itingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kakanwil. 

Pelaksanaan 

Lingkungan 

Pasal 8 

pengawasan 

Rumah Sakit 

BAB V 

penyelenggaraan 

dilakukan oleh 

S A N R S I 

Pasal 9 

Penyehatan 

Kadinkes. 

(l) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 

ayat (1) dan (2) oleh Rumah Sakit Swasta dapat di­

kenakan sanksi administratif berupa tequran tertulis 

dengan pencabutan izin; 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 

ayat (l) dan (2) oleh Rumah Sakit Pemerintah .ter-

hadap pengelola 

tratif sesuai 

undan9eu;. 

dapat dikenakan tindakan adminis-
I 

ketentuan peraturan perundang-
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BAB VI . 

RETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Rumah Sakit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya 
peraturan ini, selambat- lam~atnya dalam jangka waktu 3 

tahun harus sudah menyesuaikan diri dengan peraturan 

ini. 

BAB VII 
' RETENTUAN PENUTUP 

Pasa l 11 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang 

mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh 

Direktur Jenderal. 

Pasal 12 

Peratutan ini muiai berlaku pada tanggal. di~etapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahka.n 

pengundangan pera.turan ini denga.n penempatannya .dalam 

Rerita Negara Republik Iridonesia . 

J a k a r t a ' 

14 Nopember 1992 

INDONESIA, 


